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KEJATI MALUKU EKSEKUSI  
TERPIDANA KORUPSI BANDARA MOA KE LAPAS AMBON 

 

Siwalimana 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengeksekusi Sunarko yang merupakan Terpidana 

Kasus Korupsi Dana Proyek Pembangunan Konstruksi Bandara Moa, Kabupaten Maluku Barat 

Daya, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon, setelah sempat masuk dalam Daftar 

Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan. "Hari ini kita mengeksekusi terpidana Sunarko, dan uang 

Rp3,142 miliar yang disita itu nanti dihitungkan dengan uang hasil perhitungan kerugian keuangan 

negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinisi 

Maluku," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, M Rudy, di Ambon, Kamis (22/10). 

Menurut M Rudy, sisa dana yang disita dari tangan terpidana masih belum tahu apakah 

akan dikembalikan ataukah digunakan untuk membayar dendanya sebesar Rp200 juta dan subsider 

dua bulan kurungan. Status buronan disandang Sunarko sejak April 2020 lalu dan akhirnya 

tertangkap di Riau kemudian langsung dieksekusi ke Lapas Ambon setelah tiba di Bandara 

Internasional Pattimura Ambon hari ini. 

Sementara itu Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Maluku, Muji Murtopo menjelaskan 

bahwa tertangkapnya Sunarko yang kemudian dieksekusi untuk Perkara Pembangunan Konstruksi 

Bandara Moa, Kabupaten MBD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp25 miliar. "Yang 

menjadi penyimpangan di sini adalah kualitas pengerjaan konstruksi fisik bangunan yang tidak 

sesuai spesifikasi yang ditemukan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan pembayarannya tidak 

sesuai dengan prestasi pekerjaan proyeknya," ujarnya. Akibatnya timbul kerugian keuangan 

negara sebesar Rp2,961 miliar sesuai hasil perhitungan BPK. 
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Perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena yang bersangkutan telah 

mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan berlanjut dengan kasasi ke 

Mahkamah Agung RI. "Makanya hari ini dilaksanakan eksekusi Putusan MA RI dengan cara 

memasukan terpidana ke dalam penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta subsider dua bulan 

kurungan," tandasnya.  Terpidana juga divonis membayar uang pengganti sejumlah Rp2,961 miliar 

yang dipulangkan dari uang sitaan Rp3,142 miliar, subsider dua tahun kurungan," ucapnya. 

Sunarko ditangkap atas kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Kejati Maluku dan Kejati Riau 

setelah berstatus DPO Jaksa sejak April 2020. 

 

Sumber Berita: 

Ambon.antaranews.com, Kejati Maluku eksekusi terpidana korupsi Bandara Moa ke Lapas 

Ambon, 22 Oktober 2020 https://ambon.antaranews.com/berita/87989/kejati-maluku-eksekusi-

terpidana-korupsi-bandara-moa-ke-lapas-ambon [diakses pada 22 Oktober 2020]. 

Catatan: 

1. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis 

tindak pidana korupsi adalah: 

a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara; 

c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), 

menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. 

b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian 

tersebut. 

 


